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MOTTO

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran,
di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga

mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila
Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada
yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka

selain Dia.”

QS. AR-RA’D AYAT: 11

“Departeman Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta:
Yayasan Penyelenggara/Pentafsir Al-Qur’an, 1971), hal. 370
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ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Perlindungan Tenaga Kerja Outsourcing Dalam
Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan
Figh Muamalah” ini ditulis oleh Pipit Kholip Budi Pitriyah, NIM. 3221113011,
pembimbing Dr. Kutbuddin Aibak, S,Ag., M.H.LI.

Kata kunci: Perlindungan Tenaga Kerja Outsourcing, Undang-Undang No.
13 Tahun 2003, Figh Muamalah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa dalam praktek
sehari-hari sistem kerja outsourcing selama ini diakui lebih banyak merugikan
pekerja atau buruh, karena hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap atau
kontrak (PKWT), upah lebih rendah, jaminan sosial yang minimal, tidak adanya
job security serta tidak adanya jaminan pengembangan karir dan lain-lain.
Sehingga memang benar apabila dalam keadaan seperti itu dikatakan praktek
outsourcing akan menyengsarakan pekerja atau buruh. Dalam hal ini peneliti
menganalisis masalah perlindungan tenaga kerja dalam perspektif Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan figh muamalah.

Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana
perlindungan tenaga kerja outsourcing menurut Undang-Undang No.13 Tahun
2003? (2) Bagaimana perlindungan tenaga kerja outsourcing menurut figh
mu’amalah? (3) Bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan tenaga kerja
outsourcing menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan figh mu’amalah?
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan
mengenai perlindungan tenaga kerja outsourcing dalam perspektif Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan figh muamalah, serta
perbandingan perlindungan tenaga kerja outsourcing dalam perspektif UU No. 13
Tahun 2003 dan figh muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian library research, proses pengumpulan
data dengan menggunakan metode dokumentasi tentang perlindungan tenaga kerja
outsourcing menurut UU No. 13 Tahun 2003 dan perlindungan tenaga kerja
menurut figh muamalah. Adapun teknik analisis data yang diterapkan dalam
penelitian ini adalah content analysis, critical analysis, dan comparative analysis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Perlindungan tenaga kerja
outsourcing dalam praktik sehari-hari belum sesuai dengan UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Terutama pada, Pasal 65 ayat 2, Pasal 66, Pasal
86, Pasal 88, Pasal 90 dan Pasal 99. Pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja
tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok
atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Pada
kenyataannya banyak para pekerja outsourcing yang dipekerjakan dalam kegiatan
pokok pada perusahaan tersebut. Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan
atas keselamatan, kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan. Fakta di lapangan masih
banyak perusahaan yang tidak menerapkan norma K3 yang berupa alat pelindung
diri. Seharusnya pekerja outsourcing mendapatkan upah yang layak, tetapi
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kenyataannya mereka diberi upah lebih rendah dari UMR. Para pekerja juga tidak
mendapatkan jaminan sosial. (2) Perlindungan tenaga kerja outsourcing menurut
figh muamalah mengenai prinsip pemberian upah mencakup dua hal yakni adil
dan mencukupi. Perlindungan kesejahteraan pekerja yang di dalamnya
menyangkut mengenai kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan keamanan kerja
Negara yang wajib memberikan perlindungan. (3) Persamaan perlindungan tenaga
kerja outsourcing dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan figh muamalah adalah dalam
perjanjian kerja dibuat secara tertulis, setiap pekerja berhak mendapatkan upah
yang layak dan para pekerja berhak mendapatkan jaminan sosial. Sedangkan
perbedaan perlindungan tenaga kerja outsourcing menurut UU No. 13 Tahun
2003 dan figh muamalah adalah upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi
(kebendaan atau keduniawian) tetapi menembus batas kehidupan, yakni
berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala, sementara dalam Undang-Undang
upah hanya dianggap sebagai materi. Upah dalam Islam dibagi menjadi 3 yaitu
tingkat upah minimum, upah tertinggi, tingkat upah yang sesungguhnya. Upah
dalam UU No. 13 Tahun 2003 dibagi menjadi 10 yaitu upah minimum, upah kerja
lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja
karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan
hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan
potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala
pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon.
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ABSTRACT

Thesis entitled “The Protection of Labor Outsourcing in Perspective of law
No. 13 Year 2003 About Employment and Muamalah Figh” is written by Pipit
Kholip Budi Pitriyah, NIM. 3221113011, Advisor: Dr. Kutbuddin Aibak,
S,Ag.,M.H.I.

Key words: Protection of Labor Outsourcing, Law No. 13 In 2003, Figh
Muamalah.

This research is be based on on the phenomenon that is in the daily
practice of theoutsourcing labor systemhas been recognized to be more
detrimental to workers or laborers, it is because of the working relationship is
always in the form of impermanent or can called as contract (PKWT), a lower
wage, the lack of social security, there is no job scurity also there is no guarantee
of career development, etc. So it is true when under such circumstances it can be
said that the practice of outsourcing will be miserable workers or labour. In this
case the researcher analyze the problem of labor protection using perspective of
law No. 13 Year 2003 about employment and muamalah figh.

The research fokus of this thesis are: 1) How is the protection of labor
outsourcing based on the law No. 13 Year 2003?. 2) How is the protection of
labor outsourcing based on muamalah figh?. 3) How is the similarities and
differences between the protection of labor outsourcing based on the law No. 13
Year 2003 and based on muamalah figh?. And the purpose of this research are to
describe the protection of labor outsourcing based on the law No. 13 Year 2003
and muamalah figh, also about the comparison of outsourcing labor protection in
law No. 13 Year 2003 and in muamalah figh.

The research in this thesis is kind of library research, the data collection
method is using documentation about the protection of labor outsourcing based on
the law No. 13 Year 2003 and the protection of labor outsourcing based on
muamalah figh. And the data analysis techniques that applied in this research is
content analysistechnique, critical analysis technique, and comparative analysis
technique.

The result of this research showed that: 1) The protection of labor
outsourcing in daily practice is not appropriate yet according to the law No. 13
Year 2003 about employment. Especially in Article 65 paragraph 2, Article 66,
Article 86, Article 88, Article 90 and also Article 99. The workers of the company
work services providermay not be used by employers to carry out the main
activities orthe activities that directly related to the production process. But in the
fact there are so many outsourcing workers that employed in the main activities of
those company. Every worker have a right to the protection of their safety,
occupational health, morality, and decency. The real facts states that are still so
many companies that do not apply the norm of K3 that in the form of personal
protectionequipment.Supposedly, the outsourcing workers should receive the
decent wages, but in fact they are paid less than the Regional Minimum Wage.
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The workers also do not get the social security. 2) The protection of labor
outsourcing according to muamalah figh about the principle of remuneration
includes two things that are fair and adequate. The protection of workers' welfare
in which regarding about occupational health,occupational safety and job security.
The country must provide protection. 3) The similarities of the protection of labor
outsourcing in law No. 13 Year 2003 and in muamalah figh is in employment
contracts must be made in agreement writing, every worker have a right to receive
a decent wage and also social protection. While the differences between the
protection of labor outsourcingaccording to the law No. 13 Year 2003 and
muamalah figh are the wages in Islam is not only limited to material (material or
worldly) but through the boundaries of life, that is reffers to the hearfater that
called as the reward or pahala. While in law, the wages only be regarded as
material. The wages in Islam is divided into three, that are the level of the
minimum wage, the highest wages, the real wage rate. The wages in law No. 13
Year 2003 is devided ito ten, that are the minimum wage, overtime wages, wages
because of do not come to work because of absent, wages because ofabsent from
work due to other activities outside of work, wages for exercising the right to the
worker’s working time, forms and methods of the wages payment, the penalties
and deductions from wages, things that can be calculated with the wages, wage
structure and scale proportionally, and the last is the wage for severance
payments.
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